
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 10

TAHUN 2O2L TENTANG PEI{YUSUTAN BARANG MILIK DAERAH DAN

KAPITALISASI ASET TETAP PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur sumatera utara
Nomor 1o rahun 2o2l telah ditetapkan pen5rusutan Barang

Milik Daerah dan Kapitalisasi Aset Tetap pada pemerintah

Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa berdasarkan ketenhran L^ampiran I.oB Peraturan

Pemerintah Nomor 7 L Tahun 2OtO Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintah (PSAP) o7 tentang Akuntarnsi Aset

Tetap Paragraf 53 yang menyatakan bahwa pen5rusutan

adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap
yang dapat disusutkan (depreciable a,ssetsl selama masa

manfaat aset yang bersangkutan dan Paragraf Z9 yang

menyatakan bahwa aset tetap yang dihentikan dari
penggunaan aktif Pemerintah tidak memenuhi definisi aset

tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai

dengan nilai tercatatnya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) perahrran

Menteri Dalam Negeri Noinor 1 Tahun 2}1lg tentang

Pen5rusutan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa
penentuan masa manfaat aset tetap, dilakukan dengan

beryedoman pada masa manfaat aset tetap yant disajikan

dalam tabel masa manfaa,t aset tetap yang ditetapkan
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dengan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Gubernur 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan 

Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Penyusutan Barang Milik Daerah dan Kapitalisasi Aset 

Tetap Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan 

Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1103); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
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Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6523); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

2083); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

181/PMK.06 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang 

Milik Negara; 

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 

tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah; 

13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

295/KM.6/2019 tentang Tabel Kapitalisasi Dalam Rangka 

Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada 

Entitas Pemerintah Pusat; 

 

 

 

 



-4- 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :    PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 10 TAHUN 

2021 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH DAN 

KAPITALISASI ASET TETAP PADA PEMERINTAH PROVINSI 

SUMATERA UTARA. 

 

 Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara 

Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah 

dan Kapitalisasi Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Sumatera 

Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 

Nomor 10), diubah sebagai berikut: 

 

 1. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) dihapus sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

 Pasal 21 

 

(1) Aset Tetap yang telah direklasifikasi ke dalam Aset 

Lainnya yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak 

serta merta dilakukan penghapusan. 

(2) Penghapusan terhadap Aset Tetap yang telah 

direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

pengelolaan Barang Milik Daerah. 

 

 2. Ketentuan Pasal 23 dihapus. 
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap ora-ng mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 14 Februan 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 2O Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd
ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NrP. 19710413 199603 1 002

M


